BAB II

HUTANG DAN GADAI(RAHN)
DALAM HUKUM ISLAM

A. Hutang Menurut Hukum Islam

1.

Pengertian Hutang

Kata utang dalam al-Qur’an disebut dengan al/-dayn @3“ Dalam

surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :
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Artinya : ”...Jika kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan
hendaklah kamu menulisnya...”

Dalam Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia) juga disebutkan kata

aldayn ( ol ) artinya adalah utang.'® Menurut ahli figih, utang adalah

transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang
lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua
dengan hal yang serupa. Hutang piutang sering dikaitkan dengan pemakaian
dua istilah, yaitu : gorod atau gard.'’ Secara bahasa gard adalah al-gat’u
“memotong” karena orang yang meminjamkan memotong sebagaian dari

hartanya untuk diserahkan kepada orang yang meminjam. Sedangkan

1 Munawwir, Ahmad Warson, a/-Munawwir Kamus Arab — Indonesia Cetakan XXV, ( Surabaya:
Pustaka Progressif, , 2002), 437
" Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan I, 1992), 417
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definisi menurut syar’i adalah menyerahkan harta kepada orang lain yang
akan sangat memanfaatkannya, lalu mengembalikan penggantinya.'

Hutang piutang yang sering dilakukan masyarakat berupa harta
baik itu berupa barang ataupun uang yang kemudian diganti dengan nilai
yang sama. Semisal hutang barang yang selanjutnya menjadi milik pihak
berhutang schingga pemanfaatan akan barang tersebut merupakan haknya.
Tetapi di kemudian hari orang yang berhutang mempunyai kewajiban untuk
mengembalikan kepada pihak piutang berupa uang, asalkan uang tersebut
senilai dengan barang yang dipinjam. Namun transaksi hutang piutang
tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam supaya menimbulkan
keseimbangan antara sesama manusia dan menjauhkan dari perbuatan yang
merugikan pihak-pihak tertentu, misalnya adanya tambahan dalam
pengembalian pinjaman atau syarat yang lain yang tidak sesuai dengan
syari’at.

Dengan demikian hutang piutang (gard) adalah suatu transakasi di
mana salah satu pihak menyerahan atau meminjamkan sebagian hartanya
baik berupa barang ataupun uang yang mempunyai nilai tertentu, untuk
dapat dimanfaatkan guna memenuhi dan menutupi kebutuhan hidupnya
dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan ataupun ditagih sesuai

nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berhutang.

12 Shalih Al-Fauzan, Figih Sehari-hari( Jakarta : Gema Insani Press, Cetakan I, 2005) , 547
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Dasar Hukum Hutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah
disyari’atkan dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh. Mengenai
transaksi utang piutang ini banyak disebut dalam al-Qur’an, Hadis serta
pendapat ulama’. Adapun dasar hukum utang-piutang adalah Al- Qur’an

surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :
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Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mecka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
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orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dva oang lelaki,
Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai
hatas wakty membavamnys yang demikian ity lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu‘amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan
di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (vang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesvatu’. "

Dalam Al-Hadits gadai juga dijelaskan sebagai berikut :
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Artinya : "tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman (giradh) kepada

seorang muslim dua kali melainkan seakan-akan dia telah member

sedekah (kepadanya) sekali.” (HR. Ibnu Majah Dan Ibnu
Hibban).”*

Dari dalil diatas dapat diketahui bahwa dianjurkan bagi seorang
muslim untuk menolong sesamanya dengan jalan memberi utang bagi yang
membutuhkan, hal ini juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang
memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang
makruh, karena ia mengambil harta/menerima harta untuk dimanfaatkan

dalam upaya untuk menutupi kebutuhannya dan selanjutnya ia

mengembalikan harta itu seperti sedia kala.

1 Departemen Agama R1, A/-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan), 59
14 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Figiih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007),612
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Memberikan pinjaman adalah amalan yang sangat bagus. Amalan
ini dapat memudahkan kesulitan yang dihadapi manusia terutama seorang
muslim dalam pemenuhan hajatnya. Oleh karena itu, kebolehan hutang
piutang memberikan kemudahan bagi manusia dalam pergaulan hidupnya
untuk memenuhi kebutuhan. Realitanya dalam kehidupan manusia ada yang
berkecukupan dan ada yang kekurangan. Dengan demikian, orang yang
kekurangan dapat berhutang kepada orang yang berkecukupan melalui
pemanfaatan hartanya.

Adapun hukum menghutangi orang lain, sebagai berikut :

a. Hukumnya sunnah jika dasarnya adalah tolong menolong dalam
kebaikan

b. Hukumnya wajib jika dasarnya orang yang berhutang itu benar-benar
memerlukannya

¢. Hukumnya haram jika digunakan untuk bermaksiat

d. Hukumnya makruh jika benda yang dihutangkan digunakan untuk
sesuatu yang makruh.

Rukun Dan Syarat Hutang

Transaksi hutang piutang dapat menjadi akad yang sah, apabila
memenuhi rukun dan syarat tertentu yang sesuai dengan syara’. Seperti
transaksi muamalah pada umumnya.

a. Rukun Utang — Piutang
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1. Aqid yaitu yang berhutang dan yang berpiutang

2. Ma’qud ‘alaih yaitu barang yang dihutangkan

3. Shighat yaitu ijab qobul, merupakan bentuk persetujuan antara
kedua belah pihak.

Pernyataan hutang piutang boleh menggunakan kata-kata
hutang atau pinjam atau kata apa saja yang menunjukkan maksud
demikian, misalnya kreditur berkata kepada debitur, ambillah barang
ini dan manfaatkan barang ini lalu debitur berkata, “Pinjamiah vang
saja lalu kreditur berkata saya serahkan barang senilai sekian.” sebagai
jawaban permintaan debitur, tetapi kiranya debitur berkata, saya
kuasakan kepadamu barang senilai vang sekian, tanpa ada tanda-tanda
yang menyatakan sebagai transaksi hutang, misalnya tanpa ada
permintaan dari debitur terlebih dahulu, maka hal ini dipandang sah
sebagai hibah. Berkenaan dengan ijab qabul, maka harus dilaksanakan
dengan lafal yang jelas. Lafal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas
transaksi apa yang sedang dilakukan, dalam hal ini transaksi hutang
piutang.

b. Syarat Utang - Piutang
1. Mengetahui kadar dan obyek pinjaman, kalau pinjaman itu gandum
maka wajib diketahui berapa banyak takarannya dan dari mana

asalnya.
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2. Orang yang memberikan hutang merupakan orang yang sah untuk
melakukan, maka seorang wali anak yatim tidak boleh
menghutangkan harta anak yatim dan pengurus wakaf tidak boleh
menghutangkan barang wakaf.

Pada umumnya ahli figh berpendapat bahwa apa yang sah untuk
dijual belikan maka sah pula untuk dihutangkan, baik barang yang
ditakar ataupun ditimbang atau uang. Adapun barang yang serupa boleh
dihutangkan dan debiturnya mengembalikan dengan uang senilai
barang tersebut, sebagian ulama berpendapat, tidak sah menghutangkan
barang seperti mutiara, karena tidak mempunyai padanan atau ukuran
uang yang berpendapat seperti ini adalah golongan Hanafi dan adapun
pendapat kedua membolehkan karena barang tesebut dapat
dikembalikan dalam bentuk nilai uang.

Adapun ketentuan hutang piutang menurut Heri Sudarsono
adalah:

a. Sahnya hutang itu dengan ijab qobul

b. Barang yang dihutangkan itu menjadi hak milik yang hutang

c. Diwajibkan kepada orang lain yang berhutang mengembalikan atau

membayarnya piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan

barang yang serupa atau dengan seharga
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d. Orang yang menghutangkan berhak menegurnya bila dianggap
perlu

e. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo lagi bila orang
yang berhutang belum mempunyai kemampuan

f. Disunnahkan bagi orang yang menghutangkan, membebaskan
sebagian atau semua piutangnya bilamana orang yang berhutang
tidak mampu

g. Orang yang berhutang (gharim) berhak mengajukan urusannya
kepada hakim (pengadilan) bila mana orang yang berhutang malas
membayarnya

h. Hakim berhak memaksa dan menyita harta benda kepunyaan orang
yang berhutang untuk dibayarnya kepada yang menghutangkannya.

i. Di sunnahkan kepada orang yang berhutang memberi jasa
(membalas kebaikan) dengan uang/barang atau tenaga orang yang
menghutangkannya, dengan syarat tidak dijanjikan pada waktu
akad.

4. Pelunasan Hutang
Utang merupakan sejumlah uang yang dipinjam pada sesecorang
dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari
pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar

utang adalah suatu kelaziman.
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Apabila waktu yang telah di sepakati telah tiba dan orang yang
berhutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang
berhutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda
pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap
sebagai kealiman. Hukuman fisik berupa dipenjara, hingga didera dengan
cambuk hingga ia menunaikan tanggungan utangnya. Pelangaran
kehormatan dengan cara menyampaikan perilakunya ini kepada pihak yang
berwenang atau orang lain yang mampu memberikan tekanan kepadanya
sehingga pada akhirnya ia menunaikan tanggungan piutangnya. "Penundaan
orang yang telah berkelapangan adalah tindak kezhaliman yang menjadikan
pelakunya layak untvk dihukumi (fisiknya) dan dilanggar kehormatannya.”
(Riwayat Al Bukhari)."

Jika orang yang berutang bertckad untuk melunasi utangnya
kepada yang berhak menerimanya, niscaya akan mendapat pertolongan dari
Allah. Akan tetapi jika orang yang berhutang tidak membayarnya sampai .
orang tersebut meninggal dunia maka termasuk dosa besar dan
menghalanginya untuk masuk surga serta ruhnya akan terkatung-katung
sampai utangnya dilunasi. Adapun pelunasan utang dalam kondisi kesulitan
membayar utang yaitu kreditur mempunyai wewenang untuk menagih

utang kepada pihak berutang sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo,

'S Muhaad Afin Badri, Bersikap Baik Dalamutang piutang, (online) www.pengusaha muslim.com
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sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada
jangka waktu yang telah disepakati apabila dia mampu membayarnya,
sebab utang merupakan suatu perjanjian yang harus di tepati.

Namun jika ntang telah jatuh tempo, sedangkan orang vang yang
berutang tidak mampu membayar utangnya. Dalam kondisi seperti ini
hendaknya kreditur bersikap sebagaimana disebutkan dibawah ini :

a. Memberikan Perpajangan Waktu Pelunasan
Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat

280 :
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Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan
menyedckahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui."

Apabila ada sescorang yang berada dalam situasi sulit, maka
tangguhkan sampai ia lapang. Jangan menagihnya jika kamu
mengetahui ia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu
yang amat dia butuhkan. Yang menangguhkan itu,pijamannya dinilai

gard hasan, yakni pinjaman yang baik, setiap detik ia menangguhkan,

setiap saat itu pula Allah memberikan ganjaran, sehingga belipat gada

' Departemen Agama R, A/-Qur’an dan terjemahannys, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan), 59
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ganjaran itu. Allah melipat gandakan, karena yang meminjamkan ketika
itu mengharapkan pinjamannya kembali, tetapi tertunda dan
menerimanya dengan lapang dada, berbeda dengan sedekah yang sejak
semula yang hersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan
dada inilah yang yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah
sehingga pinjaman itu berlipat ganda.

b. Membebaskan Sebagian Atau Seluruh Utang.

Pada surat Al-Bagarah ayat 280 telah di jelaskan bahwa
apabila pengutang sedang dalam kesulitan, maka hendaklah pemberi
hutang membebaskan sebagian atau seluruh utang.

Didalam transaksi hutang piutang pada umunya terdapat suatu
penambahan pembayaran hutang. Adapun penambahan pembayaran dari
jumlah utang yang diterima oleh pihak penerima hutang bisa di lihat dari
dua faktor, yaitu :

1. Penambahan yang tidak diperjanjikan
Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama
dengan yang diterima dari kreditur tanpa tambahanan, namun apabila
terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan debitur
secara ikhlas sebagai tanda terimakasih atas bantuan pemberian utang

dan bukan didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut
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boleh (k4alal) bagi pihak yang hutang, dan merupakan kebaikan bagi
pemberi hutang.
2. Penambahan yang diperjanjikan

Adapun tambahan vang dikehendaki oleh pemberi utang
(Kreditur) atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak
boleh. tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil
Tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang
berutang, “Saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu

membayar engkau tambah sekian”."”

B. Gadai Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Gadai (Rahn)

Figh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut rahn yaitu
perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Kata gadai
dalam bahasa Indonesia adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan
barang dan dengan batas waktu yang telah ditentukan, dengan kata lain
apabila telah sampai waktunya barang tersebut menjadi hak orang yan
memberikan pinjaman.

Kata rahn menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan.

Menurut istilah rahn berarti menjadikan suatu benda bernilai

17 http//spritualfinansial.blogspot.com
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menurutpandangan syara’ sebagai tanggungan hutang.'® Dengan adanya
benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat
diterima.

Penangoungan rahn untuk makna al-Habsn yang artinya menahan

terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Mudatsir ayat 38 :

Artinya : tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dzpcrbu;tu ya.' 4
Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama’ figih yaitu

sebagai berikut :

a. Menurut ulama’ Maliki mendefinisikan rahn sebaga harta yang oleh
pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat.”

b. Menurut ulama’ hanafiyah mendefinisikan rahn yaitu menjadikan suatu
(barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang menjadikan
sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun
sebagaiannya. Rahn merupakan harta yang dijadikan jaminan utang
sebagai pembayar harga (nilai) uang ketika yang berutang berhalangan

(tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

’
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'8 Fatah, Abdul, Figih Islam Lengkap. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),142

' Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan)
Y. Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 252
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Artinya : Menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak
piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang
itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”’!

¢. Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan rahn dengan
menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan
pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang. Menurut
ulama’ hanabilah rahn adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai
pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan
(tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman. Definisi
yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian
bahwa bar
d. barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta
yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang
dikemukakan ulama’ Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu
menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian
harta.”
Selanjutnya H. Moh. Anwar merumuskan sebagai berikut Artinya
rahn, ialah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan hutang dan dapat
dijual bilamana yang menggadaikannya tidak membayarnya. Jadi benda itu

fungsinya sebagai jaminan saja dan barang itu harus benda pada murrahin

2! Syafei, Rachmat, Figih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 159.
2 H. Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 252
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(yang menerima gadai) sebagai barang amanat, akan tetapi biaya
pemeliharaan tetap menjadi tanggungan rahin (yang menggadaikan).23

Diatas telah disebutkan mengenai beberapa pengertian tentang gadai
yang dapat diamhil kesimpulan bahwa gadai (rahn) adalah merupakan salah
satu bentuk muw’amalah yang melibatkan dua belah pihak sebagai subyek.
Tetapi pernah juga diantara muamalah lama ada yang pernah ditolak
sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip al-Qur'an seperti mu'amalah
riba. Penolakan bentuk mu'amalah sebelumnya berlaku dengan cara larangan
yang dikeluarkan oleh Nabi. Secara arti kata riba mengandung arti
"bertambah dari asalnya". Dalam Islam dikenal dua bentuk riba, karena gadai
sama dengan utang piutang maka disebut riba nasi‘ah artinya "tambahan yang
harus diberikan oleh orang yang berutang sebagai imbalan dari perpanjangan
waktu pembayaran utangnya".”*

2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Pada dasarnya gadai merupakan suatu kegiatan muamalah yang
dibolehkan dalam syariat Islam sebagaimana hukum jual beli, setiap barang
yang dapat diperjual belikan, maka dapat pula digadaikan. Hal ini di dasarkan
pada al-Qur'an, al-Hadits serta ijma’.

Dasar hukum yang membolehkan adanya perjanjian gadai adalah:

a. Al-Qur’an, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

B Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 470
2 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, . 209
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Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). akan ftetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendakiah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan  persaksian. dan  Barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menempatkan posisi
jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dari catatan. Dan,
pencatatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar
utang.”®

Al-Hadits
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Artinya : “ Dari Aisyah bahwa Nabu SAW membeli makanan dari
seseorang yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan
kepada yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam

» Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan),
% Fauzan, al-, Saleh; Figih Sehari-hari (terj. Al-Mulakhkhasul Figh),penerjemah Abdul
Hayyie al-Kattani ef a/,(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 415
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redaksi yang lain Nabi wafat sedangkan baju perangnya digadaikan
kepada seorang yahudi dengan tiga puluh liter (sha’) sya’ir (jagung) 27

c. [jma’

Semua fuqaha’ sepakat tentang mubah (dibolehkannya)
perjanjian gadai diantaranya Imam Yahya Abi Khoir al-Imroni (Mazhab
Syafi'iah) dan Ibnu Kudama (mazdhab Hanabillah). Hadist ijma’
bahwasannya Rasulullah SAW, pernah menghutang dari Abi syahmin al
Yahudi gandum sebanyak 30 sha’ (+ 90 liter) untuk keluarga di kota
Madinah setelah

kembali dari perang Tabuk dan sebagai jaminannya adalah baju
perang beliau yang harganya 400 Dirham. Para ulama sepakat bahwa
rahn diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan
saja jika kedua belah pihak saling mempercayai.”® Firman Allah SWT
tersebut adalah irsyad (anjuran baik) kepada orang beriman, sebab dalam
salah-satu ayat dinyatakan :

1455 B gy il 55T ol 3520 Ui (K gl 1
Artinya : "Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang
lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya
(utangnya).”(QS. Al- Baqarah : 283).
3. Rukun Dan Syarat Gadai (Rahn)

a. Rukun Gadai (Rahn)

7 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 289
2 Syafei, Rachmat, Figih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) 161.
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Rahn (gadai) memiliki empat unsur, yaitu rahin (orang yang
memberikan jaminan), a/-murtahin (orang yang menerima), a/-marhun
(jaminan), dan a/-marhun bih (utang). Ulama Hanafiyyah berpendapat
bahwa mkun rahn (oadai) hanva satu, vaitu shicat karena ia sebagai
hakikat transaksi. Adapun selain shigat, maka bukan termasuk substansi
rahn (gadai). Demikian ini berangkat dari pendapat mercka tentang
transaksi secara keseluruhan. Adapun menurut ulama selain Hanafiyyah,
rukun rahn adalah :

1. Shigat

2. Aqid (adanya orang yang berakad)

3. Marhun (adanya barang yang digadaikan)

4. Marhun bih (adanya utang)

. Syarat Gadai (Rahn)

Adapun syarat-syarat Rahn adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing dari al-‘agidayn (dua pihak yang melakukan
transaksi) termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni
balig, berakal, dan pandai (rasyid, dapat membedakan antara yang
baik dan yang buruk).

2. Gadaian dilakukan dengan hutang yang wajib.
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3. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan vang sehingga dapat
digunakan untuk membayar atau dapat dijual untuk membayar
hutangnya jika ia tidak dapat membayar.

4. Barang yang digadaikan milik penghutang atan ia mendapat izin
menggadaikannya.

Namun beberapa ulama ada yang lebih rinci dalam membahas
tentang syarat-syarat rahn, sebagai berikut :
a. Persyaratan Aqid
Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria a/-ahliyah.

Menurut ulama Syafi‘iyyah ahl/iyah adalah orang yang telah sah untuk
jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus
balig. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang
yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.
Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, ahlivah dalam rahn seperti
ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang
yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum balig. Begitu pula
seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya,
kecuali jika dalam keadaan mudharat dan meyakini bahwa pemegangnya
yang dapat dipercaya.

b. Syarat Shigat
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Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa shigat dalam rahn tidak
boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena,
sebab rahn sama dengan jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat
tersebut bhatal dan rahn tetap sah

c. Syarat Marhun bih (utang)
Marhun bih adalah hak yang diberikan kepada rahin. Ulama
Hanafiyyah memberikan beberapa syarat, yaitu :
1.  Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan
Menurut ulama selain Hanafiyah, marhun bih hendaklah
berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan
barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
2. Marhun bih memungkinkan untuk dibayarkan
Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rafn menjadi tidak
sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan disyari‘atkannya rahn.
3.  Hak atas marhun bih harus jelas
Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhun bih
tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn. Ulama Hanabilah dan
Syafi‘iyyah2e memberikan tiga syarat bagi marhun bih.
a. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
b. Utang harus lazim pada waktu akad.

c. tang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.
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d. Syarat Marhun (barang)
Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan -olel; rahin. Para
ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan
barang dalam junal beli, sehingpa barang tersebut holeh dijnal untuk
memenuhi hak murtahin.
Ulama Hanafiyyah mensyaratkan marhun, antara lain :
1) Dapat diperjual belikan
2) Bermanfaat
3) Jelas
4) Milik rahin
5) Bisa diserahkan
6) Dipegang atau dikuasai rahin

7) Harta yang tetap atau tidsak dapat dipindahkan.

4. Pemanfaatan Barang Gadaian Dan Hasilnya
Mengenai pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum
Islam tetap merupakan hak si penghutang, termasuk hasil barang gadaian
tersebut seperti anaknya, buahnya dan bulunya.
Sebab perjajian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang,
bukan untuk menjamin suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai

memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan (girad yaitu
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harta yang diberikan kepada seseorang kemudian ia mengembalikannya
setelah mampu) yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.
Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang
yang bisa dityinggangi atan diperah susunya, maka si pemberi hutang dengan
gadai sawah dapat diperbolehkan untuk menggunakan atau memerah
susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah sipemberi hutang
dengan gadai sawah memelihara dan memberi makan binatang gadaian
tersebut.sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang
mempunya kewajiban untuk member makan binatang itu.

Adapun dasar hukum pembolehan ini dapat diperhatikan dalam
ketentuan sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh jama’at kecuali
Muslim dan An-Nasa’l yang artinya berbunyi sebagai berikut “Dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda boleh menunggangi binatang
gadaian yang ia beri makan, begitu juga bolech mengambil susu binatang
gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan
mengambil susu member makan dan minun.”?

Sekalipun  pemilik barang jaminan atau penghutang boleh
memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak
untuk menjual, mewaqafkan atau menyewakan barang jaminan itu, dan

pemilik juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaan barang itu. Tetapi

* Chairuman Pasaribu dkk. IHukum Perjanjian Dalam Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h.144
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ulama figh juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan utang itu tidak
boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali karena tindakan
tersebut termasuk tindakan mensia-siakan harta yang dilarang oleh
Rasulullah SAW. Dalam pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai
Jumhur ulama’ figh selain ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa
pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut karena
barang tersebut bukan miliknya secara penuh, hak pemegang agunan terhadap
barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan dan apabila
penghutang tidak bisa melunasi utangnya barulah ia bisa menjual atau
menghargai barang tersebut untuk melunasi hutangnya.

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengijinkan pemegang gadai
memanfaatkan barang tersebut selama ditangannya, maka sebagian ulama’
madzhab Hanafi membolehkannya karena dengan adanya ijin maka tidak ada
halangan bagi pemegang gadai untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi
sebagian ulama’ Hanafi lainnya, ulama’ madzhab Syafi'i berpendapat
sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang gadai tidak boleh
memanfaatkan barang gadai tersebut, karena apabila barang gadai itu
dimanfaatkannya, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang

dilarang syara' sekalipun diijinkan dan di ridai pemilik barang bahkan
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menurut mereka ridho dan ijin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan
terpaksa karena kuatir tidak akan mendapatkan uang yang dipinjam itu.*®
Disarankan barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya
diolah smpava tidak mubazir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara
pemilik dan penghutang, atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang amat
penting yang perlu diingat bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak
sepenuhnya penghutang agar selaras dan sejajar dengan ajaran Islam. Barang
jaminan yang bergerak seperti emas, kendaraan dan lain-lain sebaliknya
jangan dimanfaatkan, karena mengandung risiko rusak, hilang atau berkurang
nilainya.
Pemanfaatan barang gadai juga dapat dikelompokkan menjadi
dua bagian yaitu :
c. Pemanfaatan Oleh Rahin
Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan
barang gadai, sebab hal itu akan menyebabkan barang gadai hilang atau
rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika
berlangsung rahn. Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan
pengembangannya karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak

boleh mengambil manfaatnya tanpa izinnya. Jika pemegang gadai

* Thayyar, Ath, Abdullah bin Muhamma, dkk, Ensiklopedi Figih Muamalah dalam
Pandangan Empat Madzhab, Penerjemah Miftahul Khairi, (Yogyakarta:
Maktabah al-Hanif, Cetakan I, 2009), 1482
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meminta izin kepada penghutang untuk memanfaatkan barang gadaian
tanpa konpensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang. Maka
yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik
manfaat. Adapun jika barang gadai berupa kendaraan dan hewan, maka
pemegang gadai boleh mengendarainya dan memerahnya sesuai dengan
biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penghutang.

Pendapat diatas sama dengan pendapat ulama’ Syafi‘iyyah,
mereka berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan
barang gadai jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak
perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-
lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti
sawah, kebun, rahin harus minta izin kepada murtahin. Hal ini berbeda
dengan pendapat ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa rahin
tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin murtahin, begitu
pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Mereka
beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh murtahin
selamanya.

Adapun mayoritas figaha’ dari kalangan Hanafiyyah,
Malikiyyah, dan Syafi‘iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak
boleh mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap

menjadi hak penghutang. Yang memegang atau menerima gadai boleh
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mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti
kerugiannya, untuk menjaga barang itu. Adapun yang punya barang tetap
berhak mengambil manfaatnya dari barang yang digadaikan, malahan
semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, juga kerusakan barang atas
tanggungannya. Ia berhak mengambil barang yang digadaikan itu
walaunpun tidak seizin orang yang menerima gadai, tetapi usahanya
untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga
barang itu maka tidak dibolehkan kecuali dengan seizin yang menerima
gadai.
d. Pemanfaatan Oleh Murtahin
Jumhur ulama’ selain Hanabilah berpendapat bahwa
murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali jika rahin
tidak mau membiayai barang gadai. Dalam hal ini murtahin dibolehkan
mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan.
Ulama’ Hanabilah berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan
barang gadai jika berupa hewan seperti diperbolehkan untuk
mengendarai atau mengambil susunya sekedar untuk mengganti
pembiayaan.
5. Hak Dan Kewajinban Penghutang dan Pemberi hutang dengan gadai sawah
Adapun hak dan kewajiban penghutang dan pemberi hutang

dengan gadai sawah dapat dijelaskan sebagai berikut :



43

a. Hak dan Kewajiban Penghutang
1. Penghutang berhak menerima sejumlah uang dari pemberi hutang
dengan gadai sawah sebagai hutang sesuai dengan jumlah yang
telah disepakati hersama.
2. Penghutang berkewajiban menyerahkan sawah dan melunasi
hutangnya apabila dia telah mampu untuk membayar.
b. Hak dan Kewajiban pemberi hutang dengan gadai sawah
1. Menerima sawah beserta hasilnya dari penghutang seluas yang telah
disetujui oleh penghutang
2. Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penghutang dan
mengembalikan sawah yang telah tergadai apabila penghutang sudah
melunasi hutangnya, tetapi apabila penghutang hanya membayar
sebagian , maka barang jaminan secara keseluruhan masih berada
ditangan pemberi hutang dengan gadai sawah sampai penghutang
melunasi secara penuh.
6. Waktu Berakhirnya Gadai
Pada dasarnya perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian
tambahan dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang, oleh
karena itu jika perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok berakhir
maka dengan sendirinya akan punahlah perjanjian gadai tersebut sebagai

perjanjian tambahan.



Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya bayar hutang,
maka pemilik barang gadai wajib melunasi hutangnya dan penghutang wajib
menyerahkan bayarannya dengan segera. Apabila pemiliknya tidak mampu
membayar hutangnva dan tidak membheri izin kepada penghutangnya untuk
menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang
membayar hutang atau menjual barangnya. Dan jika barang dijual ada
kelebihan harga penjualan dari pada hutangnya, maka kelebihannya itu
menjadi pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk
menutup hutangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang
gadai itu.”’

Mengenai batas waktu perjanjian gadai kebanyakan masyarakat
Desa Dukuh tidak menggunakannya, tetapi ada juga yang memakai batas
waktu. Akan tetapi batas tersebut bukan merupakan batas maksimal tetapi
hanya merupakan batas dimana pihak Murtahin diberi kesempatan untuk
menggarap sawahnya beserta hasilnya dan apabila dalam batas waktu
tersebut rahin belum dapat mengembalikan uangnya maka sawah tersebut
masih menjadi hak Murtahin untuk menggarapnya, maka dalam hal ini pihak
rahin akan rugi. Hutang piutang bentuk gadai sawah beserta hasilnya tersebut
tidak seperti lazimnya hutang piutang lainnya yang mempunyai jangka waktu

tertentu. Karena hal ini untuk memberikan kesempatan kepada si penghutang

3! Nor Hasanuddin, DKK, Figih Sunnah Jilid 4, h. 190
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agar dapat memiliki sawahnya kembali, dan juga merupakan kesempatan bagi

pemberi hutang dengan gadai sawah untuk memanfaatkan dan menikmati

hasilnya sebagai imbalan atas pertolongannya kepada si penghutang. Batas
berakhimya perianiian atan pengembalian nang pinjaman tergantung kepada
kemampuan pemberi gadai sehingga banyak gadai yang berlangsung hingga
bertahun-tahun karena pemilik belum mampu melakukan penebusan.

Berakhirnya gadai (rahn) dapat dilihat dari beberapa keadaan
diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Barang telah diserahkan kepada pemiliknya sebagaimana dijelaskan oleh
jumhur ulama selain Syafi‘iyyah memandang habis rahn jika murtahin
menyerahkan barang (marhun) kepada pemiliknya (rahin) sebab barang
merupakan jaminan hutang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan.
Selain itu dipandang habis pula rahn jika murtahin meminjamkan barang
kepada rahin atau kepada orang lain atas izin rahin

b. Dipaksa menjual barang Rakn akan berakhir jika hakim memaksa rahin
untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika rahin menolak.

¢. Rahin melunasi semua utang.

d. Pembebasan utang, Pembebasan utang dalam bentuk apa saja
menandakan habisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada

orang lain.
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e. Pembatalan rahn dari pihak murtahin, Rahn dipandang habis jika jika
murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa seizin rahin. Sebaliknya,
dipandang tidak batal jika rahin yang membatalkannya.

f. Rahin meninggal, Menurnt ulama Malikiyyah rshn habis iika rahin
meninggal sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang
batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada

rahin. Dan barangnya rusak.



